AR

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 973/13 TAHUN 2023
TENTANG

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

KEPADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014
tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah
Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang
Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2017 Nomor 7 Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 92);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 144);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2014
tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah
Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2014 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi
Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah
Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 58);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2023 Kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.785.004.744.000,00
(enam triliun tujuh ratus delapan puluh lima miliar empat
juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), yang
daftarnya  sebagaimana  tercantum = dalam = Lampiran
Keputusan Gubernur ini.

Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU merupakan perkiraan yang
didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023, sedangkan pelaksanaan pencairan bagi hasil pajak
daerah dihitung berdasarkan atas realisasi penerimaan Pajak
Daerah Provinsi Jawa Tengah.



KETIGA : Dalam hal penentuan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tidak
mencukupi dan/atau realisasi penerimaan melebihi alokasi
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah menyalurkan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan
Pajak Daerah pada tahun anggaran berikutnya.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Maret 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi
Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/Walikota se Jawa Tengah.




